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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  

DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2015 

TENTANG 

PANDUAN PARTISIPASI ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa negara menjamin anak untuk dapat 

mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya; 

b. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk menyatakan 

dan didengar pandangannya,  menerima dan mencari 

serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat 

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya 

sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; 

c. bahwa partisipasi anak merupakan salah satu indikator 

dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak; 

d. bahwa anak menghadapi berbagai kesenjangan sosial 

yang membuat mereka dalam kondisi yang rentan, 

sehingga suara dan aspirasi anak wajib mutlak didengar 

dan direspon secara proporsional dalam setiap tahapan 

pembangunan; 

e. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran 

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia 
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usaha dalam mengupayakan partisipasi anak dalam 

menyampaikan pandangannya diperlukan Panduan 

Partisipasi Anak Dalam  Perencanaan Pembangunan; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan 

Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang 

Perlindungan Anak  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 

Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of Person with 

Disabilities  (Konvensi  mengenai   Hak- hak  Penyandang 

Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5251); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 244 tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of The Child (CRC) 

atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11. Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 113); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang  

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak; 

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Indikator Kabupaten/Kota  Layak  Anak; 
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15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak; 

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang 

Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; 

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam 

Pembangunan; 

18. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PARTISIPASI 

ANAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. 

2. Partisipasi Anak adalah keterlibatan seseorang yang 

belum berusia 18 tahun dalam proses pengambilan 

keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, 

pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak 

dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari 

keputusan tersebut. 

3. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga sosial yang 

digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi 

anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya 

merupakan perwakilan dari kelompok anak atau 
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kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak 

dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk 

mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, 

keinginan dan kebutuhan anak dalam proses 

pembangunan. 

4. Fasilitator anak adalah orang dewasa yang memfasilitasi 

atau membantu serta mendampingi kelompok anak 

untuk memudahkan anak dalam proses pencapaian 

pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip dalam konvensi hak 

anak. 

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 

dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen bangsa baik ditingkat nasional 

maupun daerah dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. 

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum 

antarpelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan nasional dan rencana pembangunan 

daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan 

Pembangunan menjadi acuan bagi Kementerian/ 

Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Pemerintahan 

Desa/Kelurahan dalam penyusunan perencanaan 

kebijakan, program dan kegiatan yang melibatkan Forum 

Anak dalam Musrenbang. 

(2) Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan 

Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

peraturan menteri ini. 
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Pasal 3 

(1) Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan 

Pembangunan meliputi arah dan kebijakan, model 

partisipasi, mekanisme partisipasi dalam perencanaan 

pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan perencanaan. 

(2) Mekanisme partisipasi anak dalam perencanaan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan keterlibatan Forum Anak dalam 

tahapan Musrenbang. 

 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan 

pembangunan di daerah melibatkan peran Kementerian 

yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang 

dalam Negeri. 

(2) Peran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  

dilakukan melalui perumusan kebijakan, koordinasi, 

sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan perencanaan daerah  serta memastikan 

usulan  anak diperhatikan dalam penyusunan 

perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 

 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan 

pembangunan nasional melibatkan peran 

Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan  

Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

(2) Peran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan, 

koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi 

perencanaan dan penganggaran nasional serta 

memastikan usulan anak diperhatikan dalam penetapan 

program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah. 
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Pasal 6 

(1) Pelaksanaan partisipasi anak dalam perencanaan 

pembangunan nasional dan daerah melibatkan peran 

Forum Anak setelah mendapatkan peningkatan 

kapasitas.  

(2) Peran Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah menyuarakan aspirasi anak secara umum di 

setiap jenjang wilayah adminstratif pemerintahan dalam 

musrenbang sesuai dengan ruang lingkup partisipasi 

anak dalam Musrenbang. 

(3) Keterwakilan anak dalam Musrenbang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan 

rapat forum anak pada setiap tingkatan sesuai tingkat 

partisipasi, kapasitas dan tingkat kedewasaannya. 

(4) Dalam hal belum terbentuknya forum anak pada 

tingkatan tertentu, keterwakilan anak diserahkan 

kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

 

Pasal 7 

(1) Partisipasi anak dalam musrenbang dapat dilakukan 

dengan cara melibatkan langsung Forum Anak atau 

melalui Fasilitator Anak. 

(2) Partisipasi anak melalui Fasilitator Anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 

mengumpulkan pandangan anak dalam pertemuan 

sebelum dilakukan Musrenbang. 

(3) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dapat disatukan atau digabung dengan peserta 

Musrenbang lain atau dapat dalam ruangan terpisah, 

sesuai dengan kebutuhan dan wilayah.  

 

Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan  Partisipasi anak dalam 

perencanaan pembangunan, Kementerian yang 

Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:  
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a. membentuk Tim Koordinasi tentang Partisipasi 

Anak Dalam Perencanaan Pembangunan. 

b. menyusun model pelaksanaan partisipasi anak 

dalam perencanaan pembangunan. 

c. meningkatkan kapasitas forum anak dan fasilitator 

anak dalam pendampingan pada tahapan proses 

musrenbang. 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, melibatkan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan nasional dan kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

dalam negeri dan kementerian/lembaga teknis terkait 

lainnya. 

(3) Tugas Tim Koordinasi tentang Partisipasi Anak dalam 

Perencanaan Pembangunan pada ayat (1) huruf a:  

a. mendorong terwujudnya partisipasi anak dalam 

perencanaan pembangunan nasional maupun 

daerah. 

b. meningkatkan kapasitas Forum Anak dan  

Fasilitator Anak dalam perencanaan pembangunan. 

c. Melakukan pembinaan kepada Kementerian/ 

Lembaga/Daerah. 

d. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala 2 

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh tim 

koordinasi.  

e. menyebarluaskan praktik terbaik partisipasi anak 

dalam perencanaan pembangunan kepada para 

pemangku kepentingan. 

f. melaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

 

Pasal 9 

(1) Dalam rangka peningkatan pemahaman pelibatan 

Partisipasi anak dalam musrenbang dapat dilakukan 

melalui: 
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a. sosialisasi 

b. advokasi 

c. bimbingan teknis 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan 

Pembangunan. 

(3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b, 

dimaksudkan agar kementerian/lembaga, pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan 

mendapatkan informasi dan memahami tentang 

kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan. 

(4) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  

huruf c, dimaksudkan untuk mengarahkan pelaksanaan  

musrenbang agar melibatkan forum anak dalam proses 

dan tahapannya. 

 

Pasal 10 

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 

(3) huruf d, bertujuan untuk: 

1. Memantau, membahas masalah dan hambatan serta 

mensinergikan tahapan pelaksanaan partisipasi anak  

dalam perencanaan pembangunan. 

2. Mengidentifikasi praktik terbaik partisipasi anak dalam 

perencanaan pembangunan dan menginformasikannya  

kepada para pemangku kepentingan. 

 

BAB III 

PEMANTAUAN DAN EVALUSASI 

 

Pasai 12 

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan 

setiap  triwulan oleh Kementerian/Lembaga dan Perangkat 

Daerah. 

 

Pasal 13 

Evaluasi pelaksanaan partisiasi anak dalam perencanaan 

pembangunan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan 

Perangkat Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 14 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 November  2015 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YOHANA YEMBISE 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 November 2015 

  

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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